KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2022
DS:1100-7508-8075-0964

NOMOR : SP DIPA-093.01-0/2022

A. DASAR HUKUM :

1.
2.

3.

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
2. UNIT ORGANISASI : 093.01 Komisi Pemberantasan Korupsi
3. PAGU : Rp.1.343.222.899.000

(SATU TRILIUN TIGA RATUS EMPAT PULUH TIGA MILIAR DUA RATUS DUA PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

1.
2.
3.

DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.

DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Il DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ISA RACHMATARWATA
NIP.196612301991021001



DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DS:1100-7508-8075-0964

TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA-093.01-0/2022

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman: 1 dari 7
A. IDENTITAS UNIT :
1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
2. UNIT ORGANISASI 01 Komisi Pemberantasan Korupsi
3. PAGU : Rp.1.343.222.899.000

(SATU TRILIUN TIGA RATUS EMPAT PULUH TIGA MILIAR DUA RATUS DUA PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP : (dalam ribuan rupiah)
1. PROGRAM . 093.01.BC Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi 520.554.179
093.01.WA Program Dukungan Manajemen 822.668.720
2. SASARAN STRATEGIS K/L 01 Meningkatnya Integritas Penyelenggara Negara
02 Meningkatnya sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan pengelolaan Keuangan Negara yang antikorupsi
03 Meningkatnya Penegakan Hukum Korupsi
04 Meningkatnya tingkat efektifitas akuntabilitas dan kelembagaan
3. FUNGSI ;03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 1.343.222.899
SUB FUNGSI ;0303 PEMBINAAN HUKUM 1.343.222.899
4. PRIORITAS NASIONAL 07 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik 53.382.162

NON PRIORITAS NASIONAL : 1.289.840.737




DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DS:1100-7508-8075-0964

TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA-093.01-0/2022

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman: 2 dari 7
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTPUT PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
093.01.BC Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi 520.554.179

SPO1 Meningkatkan Sikap dan Perilaku Anti Korupsi Penyelenggara Negara, Pelaku usaha dan Masyarakat

IKPO1| Skor Peningkatan Integritas Penyelenggara Negara, Pelaku Usaha dan Masyarakat 4 Skor
SP02 Meningkatkan Efektivitas Sistem Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

IKPO1| % Keberhasilan Perbaikan Sistem Tata Kelola Pencegahan Korupsi pada KLS 100 Persen

SPO3 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penindakanTindak Pidana korupsi

IKPO1| % Asset Recovery 70 Persen
IKP02| Indeks Efisiensi Penanganan Tindak Pidana Korupsi 50 Persen

SP04 Meningkatkan Efektivitas Koordinasi dan Supervisi

IKPO1| % Status perkara TPK yang mendapatkan kepastian hukum dari penanganan APH lain di Daerah yang berkualitas 40 Persen
IKP02] % Penyelamatan Keuangan Negara dan keuangan daerah 30 Persen

SP0O5 Meningkatkan keterpaduan pemberantasan korupsi

IKPO1] 9% Resume Penindakan yang Dimanfaatkan dalam Pencegahan TPK Serta Pendidikan Antikorupsi 80 Persen

SP0O6 Membangun Sistem Informasi dan Data Terintegrasi

IKPO1| Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KPK 3,7 Indeks
IKP02] Indeks Kematangan Manajemen Data 2 Indeks
OPO1 Pemulihan dan Pengelolaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi 9.588.811
Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi
3922 9 g 9.588.811
01.01 Persentase nilai aset yang berhasil dilacak 100 Persentase

01.02 Nilai Aset barang bukti dikelola pada tahun berjalan 125 Rp Miliar




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA-093.01-0/2022
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

DS:1100-7508-8075-0964

Halaman : 3 dari 7

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTPUT PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
OP02 Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi KPK 58.585.117
P lidikan Ti k Pi K i
3840 enyelidikan Tindak Pidana Korupsi 12.081.918
01.01 Prosentase Penyelesaian Penyelidikan Kasus TPK Yang Dilimpahkan ke Tahap Penyidikan 100 Prosentase
Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
3841 y! p 16.605.723
01.01 Persentase Penyelesaian Penyidikan Kasus TPK Yang Dilimpahkan ke JPU 100 Persentase
01.02 Persentase penyitaan aset tersangka TPK 100 Persentase
Penuntutan Tindak Pidana Korupsi
3842 untutan 1 ! upst 17.777.405
01.01 Prosentase tingkat keberhasilan perkara yang dinyatakan dengan putusan bersalah oleh pengadilan 90 Prosentase
Penanganan Laporan dan Pengaduan Masyarakat
3855 g P gadu 4 5.235.719
01.01 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat tentang TPK 82 Persen
01.02 Tindak Lanjut Penanganan Laporan Masyarakat tentang TPK 201 Laporan
Deteksi dan Analisis Anti Korupsi
6570 P 6.884.352
OPO03 Dampak Pencegahan Korupsi 135.190.017
Pengelolaan LHKPN
3845 9 4.000.000
01.01 Persentase Pemeriksaan LHKPN yang diteruskan ke Penindakan 21 Persentase
01.02 Persentase Kepatuhan LHKPN 95 Persentase
Pengelolaan Gratifikasi dan Pemantauan Layanan Publik Pemerintahan
3846 9 Y 6.094.814
01.01 Persentase pemahaman Gratifikasi termasuk sektor Swasta 70 Persentase




DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DS:1100-7508-8075-0964

TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA-093.01-0/2022

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman: 4 dari 7
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTPUT PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
01.02 Persentase Tata Kelola Pelaporan Gratifikasi 100 Persentase
Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi
6564 alsast panye Antikorupst 23.203.011
6565 Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi 15.079.434
Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi
6566 P 22.476.730
6567 Pemantauan dan Kajian terhadap Kebijakan dan Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Perspektif Antikorupsi 50.025.973
01.01 Jumlah rekomendasi hasil kajian yang bernilai strategis 54 Rekomendasi
01.02 Persentase implementasi tindak lanjut rekomendasi hasil kajian 80 Persentase
6568 Anti Korupsi pada Badan Usaha 3.058.097
6569 Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Setiap Jejaring Pendidikan 11.251.958
OP04 Penindakan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi 317.190.234
Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi
3843 Nast dan Supervist upst 40.913.645
01.01 Persentase Penanganan Perkara TPK oleh Aparat Penegak Hukum lain yang disupervisi KPK mendapat Kepastian Hukum 45 Persentase
01.02 Persentase optimalisasi sistem pelaporan penanganan perkara TPK/SPDP Online yg dilakukan instansi terkait 100 Persentase




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA-093.01-0/2022
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

DS:1100-7508-8075-0964

Halaman : 5 dari 7

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTPUT PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
02.01 Persentase Penyelamatan Keuangan Negara/Daerah 30 Persentase
3850 Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi 263.530.613
01.02 Persentase Pembangunan Sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi KPK 40 Persen
01.03 Persentase pertukaran data tindak pidana korupsi melalui SPPT-TI (PN) 40 Persen
3851 Pengembangan dan Pemanfaatan Jaringan Kerja Sama Antara Lembaga/Instansi (PJKAKI) 11.485.040
01.01 Persentase jaringan informasi guna mendukung pelaksanaan tugas pencegahan dan penindakan 100 Persentase
01.02 Indeks layanan kerjasama KPK (1-5) 3,25 Indeks
P Int | KPK
3854 engawasan Interna 1.951.936
01.01 Nilai Akuntabilitas Kinerja KPK 84 Nilai
01.02 Hasil Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK 4 (WTP) Nllai
01.03 Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 3.75 Indeks
093.01.WA Program Dukungan Manajemen 822.668.720
SP0O5 Meningkatkan Efektivitas Regulasi Pemberantasan Korupsi dan Penataan Kelembagaan
IKPO1| % Penyusunan Kebijakan dan harmonisasi Produk Hukum Eksternal dan Internal untuk Penguatan KPK 100 Persen
SP06 Membentuk Sumber Daya Manusia Berkinerja Optimal
IKPO1| Nilai Sistem Merit KPK 325 Nilai
SPO7 Meningkatkan Reputasi lembaga dan dukungan publik
IKP02| Indeks Persepsi Publik berdasarkan Pemberitaan dan Publikasi 4 Indeks




DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2022 DS:1100-7508-8075-0964

NOMOR : DIPA-093.01-0/2022

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman: 6 dari 7
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTPUT PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
OP01| Akuntabilitas Keuangan 642.200

3836 Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan 642.200
01.01 Nilai Akuntabilitas Kinerja Hasil Review Internal KPK 80.5 Nilai (1-100)
01.02 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran KPK 95 Indeks

OP02 Sistem Operasional Terintegrasi dan Adaptif 822.026.520

3834 Perancangan Hukum, Litigasi, dan Bantuan Hukum 1.700.000
01.01 Kontribusi penyusunan kebijakan dan Produk Hukum Eksternal untuk penguatan KPK 100 Persentase
01.02 Ketepatan Waktu Harmonisasi Regulasi dan penyelesaian Produk Hukum Internal KPK 100 Persentase
01.03 Dukungan Litigasi dan Non Litigasi 100 Persentase
01.04 Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Perlindungan Saksi 100 Persentase

3835 Penyelenggaraan Humas 3.811.734
01.01 Indeks persepsi publik berdasarkan pemberitaan dan publikasi KPK (1-5) 4.0 Indeks
01.02 Terbangunnya Sistem Operasional kehumasan terintegrasi dan adaptif 100 Persentase

3837 Manajemen Sumber Daya Manusia 639.265.572
01.01 Indeks Sistem Merit KPK 300 Indeks

3838 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran (KPK) 168.794.716
01.01 Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (1-5) 4,2 Indeks

5645 Penyelenggaraan Dukungan Internal Kesekretariatan ~ 996.698
01.01 Presentase pemenuhan Service Level Agreement 43 indeks




DS:1100-7508-8075-0964

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA-093.01-0/2022
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman: 7 dari 7
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTPUT PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
6563 Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi 1.157.800
01.01 Nilai Akuntabilitas Kinerja Hasil Review Internal KPK 81 Nilai
KETENTUAN Jakarta, 17 November 2021
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker. SEKRETARIS JENDERAL

Cahya H. Harefa
NPP. 0000717



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK

TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA-093.01-0/2022

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

DS:1100-7508-8075-0964

Halaman : 1 dari 1

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
2. UNIT ORGANISASI

3. PAGU

093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
093.01 Komisi Pemberantasan Korupsi
Rp.1.343.222.899.000

(SATU TRILIUN TIGA RATUS EMPAT PULUH TIGA MILIAR DUA RATUS DUA PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

KP JENIS BELANJA
KD
NO [ kopE PROGRAM / PROPINS| / SATKER / SUMBER DANA DK PAGUITARGET
v PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL PENDAPATAN TERCATAT
UB 51 52 53 57
1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10
093.01.BC| Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi 0 280.968.779 239.585.400 0 520.554.179 168.513.574
01 | DKI JAKARTA 0 280.968.779 239.585.400 0 520.554.179 168.513.574
626397 | KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) KP 0 280.968.779 239.585.400 0 520.554.179 168.513.574
A00 | RM 0 280.968.779 239.585.400 0 520.554.179 168.513.574
Target Pendapatan 141.739.878
093.01.WA| Program Dukungan Manajemen 637.289.374 126.189.056 59.190.290 0 822.668.720 49.141.865
01 | DKI JAKARTA 637.289.374 126.189.056 59.190.290 0 822.668.720 49.141.865
626397 | KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) KP 637.289.374 126.189.056 59.190.290 0 822.668.720 49.141.865
A00 | RM 637.289.374 126.189.056 59.190.290 0 822.668.720 49.141.865
TOTAL 637.289.374 407.157.835 298.775.690 0 1.343.222.899 217.655.439
RM 637.289.374 407.157.835 298.775.690 0 1.343.222.899 217.655.439
PENDAPATAN 141.739.878
KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, 17 November 2021

SEKRETARIS JENDERAL

Cahya H. Harefa
NPP. 0000717



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : DIPA-093.01-0/2022

I1l. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:1100-7508-8075-0964

Halaman

: 1 dari

1

A. IDENTITAS UNIT :
1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
2. UNIT ORGANISASI

3.

PAGU

B. RENCANA PER PROGRAM

093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
093.01 Komisi Pemberantasan Korupsi

Rp.1.343.222.899.000

(SATU TRILIUN TIGA RATUS EMPAT PULUH TIGA MILIAR DUA RATUS DUA PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

(dalam ribuan rupiah)

NO

KODE

URAIAN PROGRAM PAGU JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS [SEPTEMBER| OKTOBER |NOPEMBER | DESEMBER
1 [093.01.B [|Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi
RENCANA PENARIKAN DANA 520.554.179 1.163.520 3.507.197 77.044.398 15.683.125 23.733.030 86.532.253 23.024.385 22.649.003 29.828.432 87.239.003 56.553.600 93.596.234
PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN 141.739.878 11.811.654 11.811.654 11.811.654 11.811.654 11.811.654 11.811.654 11.811.654 11.811.654 11.811.654 11.811.654] 11.811.654 11.811.684
2 [093.01.W |Program Dukungan Manajemen
RENCANA PENARIKAN DANA 822.668.720 54.773.144 63.797.483 63.809.568 64.158.769 89.932.381 64.982.913 60.621.595 63.763.848 59.625.563 63.642.602 90.876.500 82.684.355
TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA 1.343.222.899 55.936.664 67.304.680 140.853.965 79.841.894] 113.665.411] 151.515.166 83.645.980 86.412.851 89.453.995 150.881.605]  147.430.100 176.280.589
TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN 141.739.878 11.811.654 11.811.654 11.811.654 11.811.654 11.811.654 11.811.654 11.811.654 11.811.654 11.811.654 11.811.654 11.811.654 11.811.684

Jakarta, 17 November 2021
SEKRETARIS JENDERAL

Cahya H. Harefa
NPP. 0000717



